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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemnur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan

Wawasan Kebangsaan;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;



11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan

Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

B. imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan
Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur banten serta Walikota Dan
Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cilegon
menyampaikan imbauan kepada Anggota DPRD Kota Cilegon memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Masa reses adalah masa bagi Anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun
aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja, secara berkala baik itu secara perseorangan
maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis
kepada Partai Politik melalui fraksi DPR/DPRD;

2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (Wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan
bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal lka dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. Masa Reses dan wasbang oleh Anggota DPR/DPRD untuk tidak dijadikan ajang
Kampanye untuk menawarkan visi misi dan Program termasuk tidak digunakan untuk
penyebaran bahan kampanye Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon;

4. Undang-undang 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) pejabat negara, pejabat daerah, pejabat
aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon;

5. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pasal 53 Gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara
lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin
Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus
memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi
pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

6. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pasal 60 yang berbunyi
Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil
walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan
pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya,
yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah
kewenangannya dan di wilayah lain.

7. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi masa reses dan Sosialisasi wawasan
kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kota Cilegon harus bisa
memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;



Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.00,- (satu juta
rupiah); dan

Berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala
Daerah Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan
atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.
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